REPUBLIK INDONESIA

No.1659, 2018 KEMENDAG. Ketentuan Umum Verifikasi atau
Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
46/M-DAG/PER/8/2014 TENTANG KETENTUAN UMUM VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional dan
menurunkan biaya  logistik, Pemerintah telah
mengembangkan Pusat Logistik Berikat menjadi salah
satu bentuk dari Tempat Penimpunan Berikat yang
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha
dan pemerintah guna menciptakan kondisi perekonomian
yang kondusif dalam rangka meningkatkan ekspor dan
mendorong daya saing nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan
kebijakan perdagangan mengenai mekanisme verifikasi
atau penelusuran teknis yang dilakukan melalui Pusat
Logistik Berikat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
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Mengingat

1.

46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau  Penelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan,;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor S tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan
Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3291);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau  Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1104);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
48/ M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1006);
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Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015
tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan
Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2014 TENTANG KETENTUAN
UMUM VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG
PERDAGANGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau

pelaku usaha.
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2. Barang Tertentu adalah barang yang termasuk dalam
kelompok barang yang dibatasi ekspor, barang yang
dibatasi impor, atau barang yang dibatasi untuk
diperdagangakan antar pulau.

3. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas
kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
Kepabeanan.

4. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun
barang asal luar daerah pabean dan/atau barang
yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean,
dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana
dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan
kembali.

5. Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan
perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari
satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau
antarprovinsi, yang dilakukan oleh pelaku usaha
perdagangan antarpulau dengan cara menyebrangkan
barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau
sungali.

6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
Daerah Pabean.

7. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean.

8. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian
dan pemeriksaan barang yang dilakukan Surveyor.

9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat
otorisasi  untuk  melakukan = Verifikasi atau
penelusuran teknis atas ekspor barang.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
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Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (la), dan ayat (2) diubah sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Terhadap Ekspor, Impor, dan/atau Perdagangan
Antar pulau untuk Barang Tertentu wajib dilakukan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

(la) Terhadap Ekspor dan/atau Impor untuk Barang
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui PLB.

(2) Ketentuan mengenai Barang Tertentu yang wajib
dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (la), dan ayat (2) diubah sehingga

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit
meliputi:

a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau
keterangan mengenai keabsahan administrasi,

b. identifikasi dan spesifikasi Barang melalui
analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium
serta pos tarif/kode HS Barang berdasarkan
ketentuan klasifikasi Barang;

c. jumlah;

d. waktu pengapalan;

e. pelabuhan muat atau negara asal muat Barang;
dan

f. data dan/atau informasi lainnya yang

diperlukan.
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(la) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PLB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1la),

Verifikasi atau penelusuran teknis paling sedikit

meliputi:

a.

oo a0

penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau
keterangan mengenai keabsahan administrasi,
identifikasi dan spesifikasi Barang melalui
analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium
serta pos tarif/kode HS Barang berdasarkan
ketentuan klasifikasi Barang;

jumlah;

waktu pengiriman ke PLB;

nama dan lokasi PLB; dan

data dan/atau informasi lainnya yang

diperlukan.

(2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis yang telah

dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (la) dituangkan dalam bentuk

Laporan Surveyor.

Peraturan

Pasal II

Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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